KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : ) /DPRD-PS/2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN '
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKFj)
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN,

bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019  tentang  Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan
bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD 1
(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

P

Menimbang

b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah dibahas oleh DPRD untuk
rekomendasi perbaikan penyelenggaraan
Pemerintahan daerah;

c. bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun
2021 dalam sidang paripurma dan telah dibahas
melalui Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,
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fengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

I

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo
Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437),
Peraturan  Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019
tentang  Laporan dan Bvaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, dimana Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Dacrah kepada DPRD,
dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat. (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288),
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan,

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor /DPRD-PS/2022
tentang Penetapan alat Kelengkapan Lain Panitia
Khusus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Pesisir Selatan Tahun 2021,

Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Senin
Tanggal 09 Mei 2022, tentang Laporan Hasil Kerja
Panitia Khusus DPRD terhadap Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum
Kesatu adalah merupakan hasil pembahasan oleh
Panitia Khusus yang telah diparipurnakan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua
adalah merupakan catatan-catatan yang harus
disikapi oleh Bupati guna perbaikan kinerja dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masa
akan datang, sebagaimana termuat dalam lampiran
Keputusan ini yang merupakan satu kefsatuan yang
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 09 Mei 2022
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Pertanggungiawaban (LK) Pupati Pentae Selatan Tanhun 202

L PEXDAHULUAN

Laporan heterangan Pertanggunggawaban (LREY) merapakan laporan
vang disampaikan oleh Pemenmtah Dacrah kepada DERD viong memuat hivail
peavelenggaman urisan pemenntahan menyangkul pertanggunginwanban

Kinena vang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama | (st Tahun

\nggaran. LK)y memuat  informasi hasil penyelenggarnn  uraman

pemenmtahan yang menjndi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh

Pemenntah Daerah dan hasil pelaksanaan  tugas pembantunn dan

penugasan

LRPy metupakan laporan capaian Kinetja oleh Pemerintah Daerah yang
dalam manivestasinya dilaksanakan oleh Organisast Perangknt Daerah,
Penyvampain LKP) oleh Bupati dilaksanakan sekali setnhun paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Tahun Angparan berakhir, LRP) tersebut selanjutnya
hibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari setelah LKP} diterima,

Untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungiowaban  Bupati
tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesigir Selatan
telah membentuk 4 (empat) Panitia Khusus untuk mencermati target Kinerja
dan capaian Kinerja program yang telah ditetapkan serta ketaatan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah.

Sebagai konsekuensi dari aturan dan Pemilihan Kepala Daerah secara
langsung oleh masyarakat, dimana memberikan landasan hubungan antara
Bupati sebagai pelaksana fungsi Eksekutif dan DPRD sebagai pelaksana
fungsi Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka Bupati
Pesisir -~ Selatan  telah menvampaikan  Nota  Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021 pada tanggal 04
April 2022 vang lalu. Yang merupakan sebagai check and balance dari

Pemerintah Daerah kepada DPRD.
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I FEMBANARAN

L I
Sebelum kami memberikan rekomendusi tevhaddag bebwrapn begintan

Peranglon llrwmll, periu bnmi sk kepada naudnen Hupatl, buhwa

Lapsrin Keterungnn Pertinpgungnwnln (LEP) dnd telahe dilabuban
pembinlinng tipnt e pendapat dengan OFD teckait, serta dilnkouban
bomsultant dan sty Banding untale memperkaya pengetabiinn dan Hiteratur
Selanjotnyn,  perkenankaninh kami menyampaikan Pekomendasi
tethadap LKPY Dupati Pentair Selatar Tahun 2021 wgar ditinduk banjuti dan
dipedomnnt dalam penvelenggarann Pemerintahan pada masa yang akan
datang sebagal beribot
I Pelakwanaan  Peraturan Daerah Nomaor | Tahun 2016 tenitang
Ketentraman  dan Ketertibian Umnum belum wepeniubinya dapat
diterapkan oleh OFD terkait Dilapangan Masih banyak diternukan
pelanggaran tethadap Perda tersebut, disebabikan oleh karena lermah dan
kurangnya pelaksanaan keglatan penertiban terthadap pelanggaran
Perda termebut. Organ tunggal sudah sangat meresahkan masyarakat
harus ditertibkan Karena kondisi saat ini seperth sudah memindahkan
diskotik ke lapangan atau tempat terbuka dan jugn ditonton oleh anak-
anak  Inng-iningan mohil pengangkut CPO pada siang han juga mesti
ditertibkan karena disamping merusak jalan juga memperlambat arus
lalu lintas Jika Pemerintah Daerah kesulitan dalam penerapannya,
kami minta agar peraturan tersebut ditinjau kembali dan diperbaiki

untuk disesuaikan dengan kebutuhan atau dilakukan evaluas: secara

menyeluruh terhadap OPD yang menjadi leading sektor dan penerapan
Perda Tersebut.

2. Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, jujur,
transparan  dan  akuntabelterutama  tentang penempatan  dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negeni (ASN). Masth banyak
ditemukan  pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan
hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) PP Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawal Negen Sipl, PP Nomor 94
Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negen Sipil. Peraturan BKN No 5
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Permenpan dan RB
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instans: Pemerintah. Diantara
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data dan laporan yang diterima oleh anggota DPRD, penempatan pejabat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan
permasalahan yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan, baik itu di
kantor, dinas dan badan, terutama yang paling menjadi sorotan yaitu
pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014
Pasal 224 ayat (2), pengangkatan kepala sekolah yang usianya sudah
melewati 56 tahun, menonjobkan beberapa Kepala Puskesmas dan
kepala sekolah tanpa ada pertimbangan yang jelas schingga sangat
bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku terutama PP tentang Disiplin Pegawai dan Manajemen ASN.
Berdasarkan LKPJ yang disampaikan oleh Bupati, Rendahnya target
sasaran strategis yang hanya 0 (nol) persen untuk meningkatnya Indek
Profesionalitas ASN dan 25 persen untuk meningkatnya manajemen
sistem karier ASN di BKPSDM, telah membuat mutasi, rotasi, dan
promosi ASN yang dilaksanakan Pemerintah Daerah beberapa waktu
belakangan ini tidak mencerminkan lagi sistem pola karier PNS yang
telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada standar
analisis beban kerja dan jabatan yang menjadi dasar penetapan tersebut
baik itu kompetensi dan kualifikasi, sehingga penempatan pejabat
tersebut lebih terkesan dipaksakan. DPRD meminta Agar dilakukan
evaluasi dan kajian ulang penetapan dan rekrutment serta assesmen
terhadap calon ASN yang menempati atau menduduki jabatan, sesuai
dengan aturan perundang-undangan baik itu kualifikasi dan
kompetensinya, dengan segera menerbitkan Keputusan Bupati ataupun
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang
menjadi dasar kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan
penempatan ASN dalam menduduki sebuah Jabatan.

. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap
Pemerintahan Nagari, BUMNag, dan Sekolah perlu dilakukan setiap
tahun agar pelaksanaan sistem keuangan dilembaga tersebut berjalan
dan terlaksana sebagaimana mestinya. Jika memang kekurangan
personil menjadi kendala dalam pengawasan maka perlu dibuat suatu
mekanisme dan terobosan baru sebagai bentuk inovasi dari pengawasan
yang dilakukan. Misalnya mengumpulkannya di kecamatan. Perlu juga

dibuat sistem tertentu untuk menampung laporan masyarakat.
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. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuang

N ) -y DR I‘-'-I. . {
vaAam pengelolaan dan pemanfaatan b mgunan milik
™

pemenntah
LJ

Tev ren g | WPy N enn on 44 ou § 4
Na kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat
memanfaatkar ATy rrieen 1, .
\nfaatkan dan mengelola gedung-gedung bangunan vang sudah
dibangun dengan uang rakvat seperty Gedung

Yedune hel -
Gedung bekas Kantor Dinas Pariwisata dan Olah Raga, jJangan dilnark

menjadh bangunan vang tidak ber

Perwakilan Tapan dan

an
tuan dan dibiarkan begitu saja Untuk
membangun gedung tersebut sangat besar ava vang sudah
anggarkan, kenapa untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik hatknya

oleh pen

erintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak mampu, sehingga
bangunan tersebut terkesan seperti bangunan tidak terawat dan rusak.
Berdasarkan pengamatan, laporan dan masukan dari masyvarakat, sejak
dilantik tahun 2021 sampai hari ini, Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

belum mempunyai ikon ,maupun program unggulan  sebagaimana

digaungkan dalam visi dan misi Bupati, baik di bidang Sumber Dava

Manusia, Ekonomi, Kesehatan dan lain sebagainya sehingga terkesan

pemerintahan vang sekarang berjalan ditempat, tidak ada perubahan

vang signifikan untuk dijadikan skala prioritas. Termasuk OPD, belum

ada bahkan bisa dikatakan tidak ad

a terobosan-terobosan baru untuk
melakukan perubahan terhad

ap program kerja dan regulasi. Sampai

saatini, belum satu pun Ranperda yang sudah disepakati bersama yang

masuk untuk dibahas oleh DPRD. Ini membuktikan k
pemerintah Kab Pesisir Selat

diharapkan,

alau pejabat di
an belum bekerja sebagaimana yang

Dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakuk

an usaha yang
maksim

al dengan menggali dan mencari seluruh sumber daya yang ada
di Kabupaten Pesisir selatan, baik itu sumber daya manusi

a maupun
sumber daya alam atau

sumber daya lainnya yang mampu

meningkatkan Pendapat  Asli Daerah, sehingga peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pesisir Sel
semakin meningkat.

atan

an daerah,
sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

. Adanya Kejelasan ataupun keterbukaan informasi atas jumlah dana

yang di Deposito maupun bunga hasil deposito oleh Pihak Pemerintah
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Kab. Pesisir Selatan dalam hal ini BPKPAD baik itu DAK, DAU atau Dana
yang berada dalam Kas Daerah, sehingga tidak ada lag alasan
keterlambatan pembayaran gaji tenaga kontrak sampai ke peranghkat
wall nagari di Pesisir Selatan.,

9. Melakukan percepatan terhadap proses pembayaran dan pembiayazn
seluruh kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah oleh BPKPAD, e£hingga
tingkat produktifitas dan optimalisasi kegiatan pelayanan publik bisa
lebih baik dan berjalan lancar.

10. Khusus terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Langkisau, untuk dilakukan restrukturisasi manajemen, aset, hutang
dan seluruh pembiayaan yang ada di PDAM. Sehingga PDAM Tirtz
Langkisau bisa menjadi BUMD yang tidak lagi setiap tahunnya
mengalami kerugian,

11. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu membuat inovasi,
kreasi dan terobosan-terobosan yang mampu merubah eeria
meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat Kabupaten
Pesisir selatan menjadi lebih baik dari Pemerintahan sebelumnya,
sehingga visi misi dan program aksi pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan sejalan dengan Rancana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan skala prioritas.

12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan atau CSR, yang menjadi Ranperda Hak Inisiatif
DPRD untuk segera dilakukan pembahasannya,. Karena fungsi dari
Perda ini akan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD
Pesisir Selatan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejzhteran
masyarakat Pesisir Selatan.

13. Berdasarkan pembahasan mendetail dan studi banding yang telah kami
lakukan terdapat beberapa ketidaksinkronan antara dokumen laporan
keterangan pertanggungjawaban Bupati dengan kondisi di lapangan,
baik terkait masalah rincian detail yang tidak tercantum dalam dokumen
laporan pertanggungjawaban, untuk itu kami berharap agar dalam
penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati lebih terperinci
dengan jelas agar tidak menjadi ambigu.

14. Dalam mengatasi masalah keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum ( RISPAM ) yang memuat skenario berapa tahun bisa melayani
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masyarakat, termasuk Kajlan sumbe

h

dalam penyelesaian masalah air.

15. Pemerintah Daerah h

informal kepada pihak kementerian agar mendapatkan bantuan terk

penvelesaian banjir di Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping ity perlu

adanya regulasi daerah untuk

arus menyiapkan dokumen RISPAM untuk bisa mend

r-sumbemnya Pemerintah daerah

apatkan bantuan

arus mengupavakan pendekatan formal dan

ait

pembangunan  kembali rumah

masvarakat termasuk rumah ibadah vang rusak akibat bencana alam.

Besaran alokasinya minimal 50 juta rupiah mengingat kondisi harga
saat ini.

16. Perlu

permasalahan

adanyva langkah terukur dan tuntas dalam penyelesaian

bencana  banjir lewat pembuatan perda,  sistem

kerjasama, proposal serta dokumen masterplan terkait drainase.

17. Perlunya penangan

Sel

Surantih. Dan juga normalisasi

Nagari Lakitan Tengah Kecamat
18. Sesuai dengan arahan kebijakan d

mewujudkan pendidikan yang berkualit
beriman,

memprioritaskan pembangunan

menuju rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Pesisir Sel

vang belum tersentuh pembangunan maupun yang rusak akib
bencana seperti

a.

pembangunan terhadap persoalan irigasi sep

an khusus lewat program pemulihan ekonomi dan

anjang kabupaten Pesisir

atan seperti halnya di Banda tangah kenagarian Puluik-Puluik
kecamatan Bayang Utara, Taratak Suter

a serta Ampalu Kecamatan
anak sungai di kampung tanjung durian
an Lengayang.

an misi pemerintah daerah dalam
as dan menghasilkan manusia

kreatif dan berdaya saing, pemerintah daerah harus

infrastruktur jalan dan jembatan
atan baik

at dari

Pembangunan kembali sekolah dasar seperti SDN 28 Surantih di
Kecamatan Sutera dan SDN 02 Teratak Teleng di Kecamatan
Bayang Utara yang rusak akibat bencana,

Perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana seperti di Ujung Air
Kenagarian Ampiang Parak kecamatan Sutera, dan banyak lagi

yang lainnya.

Perbaikan Jembatan menuju SMP N 05 Satu Atap Sungai Bungin

Kenagarian 1V Koto Hilie Kecamatan Batangkapas.

. Perbaikan jalan menuju SMPN 4 Bayang Kenagarian Sawah Laweh

yang telah rusak parah.
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19, Dalam Optimaligagi pe

20,

21,

23.

24,

ningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
o Retribusi parts : : ilitasi
ribusi Parkir, diharapkan pemerintah  daerah  memfasilitasi

rkir elektronit o , 5
I lektronik di tempat destinasi wisata,

Pe , .
endapatan melalui Pengujian KIR Kendaraan, agar pemerintah
dae . . ; )
erah me mberdayakan [ menyekolahkan pegawai yang berasal
dari putry daerah untuk peningkatan level penguji KIR dan penguiji

‘I » . ’ ’ '
CPO pada K1p mobil lebih besar seperti 1) COLT Diesel; 2.) CPO
Tronton,

Dalam Upayn penertiban transportasi darat, diharapkan pemerintah
dae v A
tah aktivityy ransportasi ymum seperti;

o Lepalitay ()(Imm»():lun,, dengan aturan teknis lewat pengajuan

perda,
DAY e y
b Penertiban transportasi aktivitas truk yang mengangkut CPO di
“epanjang jalan Kabupaten Pesisir Selatan demi mencegah dampak

Ketusakan lan yang semakin parah dan korban jiwa.

c, r\tom:upm'nknn pengangkutan  CPO  melalui  laut  dengan
memanfantkan pelabuhan yang ada, ataupun membuat pelabuhan

diwilayah vang dekat dengan Pabrik CPO tersebut,

Dalam memperkuat kemandirian ekonomi Pemerintah Daerah perlu
mendorong sektor potensi dan ung

ulan daerah sesuai dengan misi
P

emenntah dengan melakukan perbaikan sinval-sinyal telekomunikasi
lemah dan penambahan sinyal di nagari belum tersentuh sinyal di
kabupaten Pes;

Publik.

St Selatan agar semakin luas keterbukaan informasi

Mengupayakan  pembebasan  tanah jalan nasional yang masih

bermasalah di Sago dan Salido dengan koordinasi antara pthak eksekutif

dan legislatif,

Terkan banyaknya program Pemerintah terdahulu yang terbengkalai

sepertl, Pembangunan Pasar Surantih dan Pembangunan Gedung

Rumah  Sakit, diharapkan Pemerintah  saat ini  harus juga

mempriontaskan  keberlanjutan Pembangunan tersebut agar segera

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk Biaya Pemeliharan Aset Pemda berupa Rumah ibadah yang telah
menghabiskan dana Milyaran rupiah diharapkan Pemerintah Daerah

juga mencarikan solusi terbaik sehingga tidak selalu menjadi beban
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Dinas Pendididan Kabupaten Pesinir Selatan menerapkan keglatan
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bimbingan-bimbingan b lafiny disetiap kecamatan yang ada di Pesisir
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O) Kondisi hart it 8D dan gpp mobileur banyak tidak layak digunakan

oleh 8D dan 8MP, uniuk iy diminta pada Pemerinat Daerah melalul
jnjaran dinan pendidikan ngar dapat melakukan pendataan mobileir
yang tdak layak pakai dan agar segera dianggarkan pada Perabahan
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penunjng proses belajar mengajar di sekolah

0} Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerapkan
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validasi/update data DTKS sehingga :

1) Dengan validasi/update terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS). Akan mudah dan dapat dilakukan verifikasi migrasi data

bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Dan bagi masyarakat yang
tidak mampu dan mereka tidak termasuk di data DTKS maka diminta
pada Pemerintah Daerah agar tetap mendapatkan pelayanan dengan

memperlihatkan surat keterangan kurang mampu dari Wali Nagari
atau dari Stakeholder terkait.

2) Selanjunya kedepan Dinas Sosial agar mengalokasikan anggaran

bantuan sosial untuk bantuan masyarakat yang ditimpa musibah

seperti banjir, longsor dan kebaran pada Biaya Tidak Terduga (BTT)
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